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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA 

(PEOPLE SMUGGLING)
Oleh:

I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha1

Abstract
People smuggling is an example of organized transnational crimes which happen 
in many countries around the world including Indonesia which has been used 
as a transit country by human smugglers. To overcome this problem, Indonesia 
formulated a law called Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 about immigration. 
The method used for this research is normative legal theory, due to the void  
norm related liability criminal offense of people smuggling conducted by the 
organization. The purpose of  this research is to find factors which make Indonesia  
as a transit country as well as to find criminal liability for smugglers  based on 
Indonesian positif law. Revealing the difficulty in monitoring big total Indonesian 
territory, strategic position of Indonesia, national law instruments which is way 
too weak, and the presence of people holding the authority helping the smugglers 
leading Indonesia to become a favorite transit country. In addition to that, the 
law enforced penalties for the smugglers which are relatively light comparing to 
the criminal  responsibility for drug smuggling and human trafficking make this 
crime grows as a promising business in Indonesia.
Keywords: criminal responsibility criminal offense, people smuggling.

Abstrak
Penyelundupan manus�a merupakan salah satu bentuk kejahatan transnas�onal 
terorgan�sas� yang men�mbulkan permasalahan d� berbaga� belahan dun�a, 
termasuk Indones�a yang d�manfaatkan sebaga� negara trans�t oleh pelaku 
penyelundupan manus�a. Untuk menanggulang�  kejahatan �n�, Indones�a 
membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Ke�m�gras�an. Metode 
penel�t�an hukum yang d�gunakan dalam tul�san �n� adalah metode penel�t�an 
hukum normat�f, sebab terdapat kekosongan  norma terka�t dengan pengaturan 
pertanggungjawaban p�dana yang d�lakukan oleh organ�sas�. Tujuan dar� tul�san 
�n� adalah untuk mengetahu� faktor-faktor yang menjad�kan Indones�a sebaga� 
negara tujuan trans�t serta mengetahu� pertanggungjawaban p�dana pelaku 
penyelundupan manus�a menurut hukum pos�t�f Indones�a.  Sul�tnya pengawasan 
terhadap  w�layah kepulauan Indones�a yang sangat luas, letak Indones�a yang 
sangat strateg�s, lemahnya �nstrumen hukum nas�onal yang ada serta adanya 
oknum pejabat yang berperan dalam keg�atan �n� menempatkan Indones�a 
sebaga� negara favor�t untuk trans�t.  D� samp�ng �tu, pertanggungjawaban 
p�dana terhadap pelaku yang relat�f r�ngan sebaga�mana d�atur dalam Undang-
Undang Ke�m�gras�an juga mengak�batkan kejahatan �n� berkembang menjad� 
b�sn�s yang menguntungkan d� Indones�a.
Kata Kunc�: pertanggungjawaban p�dana, t�ndak p�dana, penyelundupan manus�a.
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknolog� dan 
�nformas� d� b�dang transformas�, ba�k 
darat, laut maupun udara yang dewasa 
�n� mengalam� kemajuan dengan pesat, 
seh�ngga member�kan kemudahan 
bag� penggunanya untuk mengakses 
tempat yang d��ng�nkan. Pesatnya 
perkembangan tersebut, berband�ng 
lurus dengan kejahatan l�ntas negara 
(transnational crime) yang belakangan 
�n� mak�n marak terjad�, terutama d� 
w�layah pera�ran Indones�a yang ser�ng 
kal� d�sebut sebaga� daerah trans�t bag� 
para �m�gran gelap atau �llegal.2 

Salah satu kejahatan l�ntas batas 
Negara yang ser�ng kal� memanfaatkan 
w�layah Indones�a sebaga� tempat 
trans�t adalah penyelundupan manus�a 
atau yang popular dengan �st�lah people 
smuggling. Penyelundupan manus�a 
diklasifikasikan sebagai kejahatan 
transnas�onal terorgan�sas� dengan 
w�layah operas� yang luas. Indones�a 
adalah salah satu w�layah negara 
yang d�jad�kan target untuk tempat 
trans�t para �m�gran  �llegal sebelum 
d�selundupkan ke tempat tujuan, ya�tu 
negara-negara d� Benua Austral�a. 
Fenomena �n�lah yang menjad�kan 
penyelundupan manus�a sebaga� t�ndak 
p�dana yang sangat ser�us d�tangan� 
oleh seluruh lap�san masyarakat dun�a. 
Oleh karena �tu, sangat pent�ng bag� 

Indones�a mem�l�k� pengaturan yang 
tegas mengatur hal-hal yang berka�tan 
dengan penyelundupan manus�a �n�. 
Sebaga� Negara kepulauan dengan 
kondisi geografis wilayah perairan 
yang luas, Indones�a menempat� 
pos�s� yang rentan terhadap berbaga� 
bentuk penyelundupan, termasuk 
salah satunya penyelundupan manus�a 
tersebut. Pada perkembangannya 
masalah penyelundupan manus�a 
menjad� semak�n kompleks, yang 
awalnya sekedar mencar� tempat 
pengh�dupan yang layak, lambat laun 
berkembang menjad� sebuah  keg�atan 
terorgan�s�r yang beror�entas� pada 
“profit” semata.3 Dalam melakukan 
aks�nya s�nd�kat penyelundupan 
manus�a mel�batkan banyak orang 
dengan peran berbeda yang dapat 
d�bag� menjad� t�ga t�ngkatan. 
Bahkan dalam beberapa kasus t�ndak 
p�dana  penyelundupan manus�a, ada 
d�antara mereka yang mem�l�k� peran 
ganda, ya�tu sebaga� orang yang 
d�selundupkan dan sekal�gus berperan 
sebaga� penyelundup (smuggler). 
Untuk d�paham� bahwa mas�ng-
mas�ng peran yang d�lakukan oleh 
pelaku men�mbulkan kesalahan yang 
berbeda. Yang kemud�an d�gunakan 
sebaga� acuan dalam menentukan 
pertanggungjawaban p�dana pelaku 
t�ndak p�dana penyelundupan 
manus�a.

2 Ady, 2013, “T�dak mudah Tangan� Im�gran 
Gelap, Butuh Regulas� yang Kuat dan 
Anggaran yang Cukup”, Hukum Onl�ne, 
URL: http://m.hukumonline.com/berita/baca/
tidak-mudah-tangani-imigran-gelap. d�akses 
tanggal 26 Februar� 2016. 

3 Internat�onal Organ�sas� for M�grat�on, 
2012, Petunuk Penanganan Tindak Pidana 
Penyelundupan Manusia: Pencegatan, 
Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di 
Indonesia, Internat�onal  Organ�zat�on for 
M�grat�on, Jakarta, hlm. 19.
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Ketentuan pasal-pasal 
Undang-Undang No. 6 Tahun 
2011 tentang Ke�m�gras�an belum 
mampu member�kan sebuah 
pemahaman terka�t dengan apa dan 
baga�mana yang d�maksud kejahatan 
terorgan�sas� seh�ngga berdampak 
pada pertanggungjawaban p�dana 
yang t�dak tepat sasaran. Pemahaman 
�n� sangat pent�ng d�tanamkan 
terutama terhadap para leg�slator, agar 
peraturan perundang-undangan yang 
d�bentuk dapat mewujudkan peraturan 
yang propors�onal terka�t dengan 
pertanggungjawaban p�dana terhadap 
pelaku t�ndak p�dana penyelundupan 
manus�a ke dalam bentuk hukum 
nas�onal. beg�tu pula untuk para 
penegak hukum, akan mem�l�k� dasar 
yang kuat untuk menjerat pelaku-
pelaku yang terl�bat.

1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan dar� latar belakang 

d�atas, yang menjad� rumusan masalah 
adalah sebaga� ber�kut ; 
1. Apa yang menyebabkan 

Indones�a d�jad�kan sebaga�  
negara tujuan trans�t untuk 
penyelundupan manus�a?

2. Baga�mana pertanggungjawaban 
p�dana pelaku t�ndak p�dana 
penyelundupan manus�a menurut 
hukum pos�t�f Indones�a ?
    

1.3   Tujuan Penulisan
Tujuan dar� penul�san �n� 

adalah untuk memaham� faktor yang 
menyebabkan Indones�a d�jad�kan 

sebaga�  negara tujuan trans�t untuk 
penyelundupan manus�a dan untuk 
memaham� pertanggungjawaban 
p�dana pelaku t�ndak p�dana 
penyelundupan manus�a menurut 
hukum pos�t�f Indones�a.

II.   METODE PENELITIAN 
Metode yang d�gunakan dalam 

karya �lm�ah �n� adalah metode penel�t�an 
hukum normat�f, karena adanya 
kekosongan norma terka�t dengan 
pengaturan pertanggungjawaban 
p�dana yang d�lakukan oleh organ�sas�. 
Jen�s pendekatan yang d�gunakan 
adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) 
ya�tu dengan mengkaj�  peraturan 
perundang-undangan terka�t dengan 
penyelundupan manus�a.

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Negara Indonesia Sebagai 

Negara Tujuan Transit  Untuk 
Penyelundupan Manusia
Sebaga� jalur pelayaran �nterna-

s�onal, ancaman terhadap kedaulatan 
dan w�layah Indones�a berada d� 
w�layah pera�ran. Hal �n� semak�n 
ser�us manakala Indones�a berada 
dalam jalur lalu l�ntas perdagangan 
dun�a, karena pos�s�nya yang sangat 
strateg�s. Dengan letak dem�k�an 
strateg�s, prakt�s menjad�kan Indones�a 
sebaga� jalur yang padat akan lalu l�ntas 
Internas�onal, ba�k melalu� jalur darat, 
laut maupun udara. Jalur �n� merupakan  
jalur penghubung berbaga� macam 
keg�atan ekonom�, soc�al dan budaya 
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oleh Negara-negara d� dun�a, khususnya 
d� kawasan  As�a dan Austral�a. Tentu 
saja hal �n� sangat menjanj�kan potens� 
perekonom�an yang ba�k bag� Negara 
berkembang sepert� Indones�a. Sela�n 
�tu dar� seg� sos�al dan budaya, dengan 
banyaknya �nteraks� dengan dun�a luar 
menjad�kan Indones�a leb�h d�kenal 
dalam pergaulan Internas�onal serta 
t�dak menutup kemungk�nan terjad�nya 
akulturas� antara budaya Indones�a 
serta Negara-negara sek�tar yang 
dapat menambah ragam budaya yang 
ada. Akan tetap� d� bal�k potens� yang 
ada dan menjanj�kan keuntungan dar� 
s�s� ekonom�, sos�al bahkan budaya. 
Letak yang strateg�s �n� juga menjad� 
momok bag� Indones�a. Kond�s� 
�n� menghadapkan Indones�a pada 
kenyataan bahwa w�layahnya ser�ng 
kal� d�jad�kan jalur yang d�gunakan oleh 
para s�nd�kat kejahatan Internas�onal 
untuk melakukan aks�nya. Sebut saja 
penyelundupan manus�a, salah satu 
kejahatan l�ntas batas Negara yang 
belakangan ser�ng terjad� d� w�layah 
Indones�a, terutama w�layah pera�ran 
yang d�gunakan sebaga� p�ntu untuk 
keluar dan masuk. Keamanan daerah 
pera�ran dan keselamatan pelayaran 
menjad� hal yang pent�ng untuk 
mendukung kelancaran perdagangan 
dun�a.  Akan tetap� kejahatan l�ntas 
batas Negara bukanlah hal yang mudah 
untuk d�hadap�, salah satu yang sangat 
ser�us dan sedang d�hadap� Indones�a 
saat �n� adalah kejahatan penyelundupan 
manus�a.    Traged� kemanus�aan 
yang tak kunjung usa� mengak�batkan 

terjad�nya eksodus penduduk yang 
sul�t untuk d�bendung. Kekuat�ran 
akan rasa aman atas keselamatan 
d�r� karena tertekan, ba�k karena 
faktor politik maupun konflik yang 
berkepanjangan menjad�kan banyak 
warga berusaha mencar� tempat yang 
aman dan berharap dapat memperba�k� 
keh�dupannya. Salah satu cara yang 
d�tempuh adalah menyelundupkan d�r� 
ke negara-negara yang d�tuju dengan 
melalu� w�layah pera�ran Indones�a.          
D� samp�ng �tu, terungkapnya 
fakta bahwa dalam beberapa kasus 
penyelundupan manus�a yang terjad�, 
mel�batkan oknum pejabat terka�t 
seh�ngga mempermudah pergerakan 
jar�ngan penyelundupan manus�a d� 
Indones�a. Sebaga�mana d�ber�takan 
oleh med�a online TEMPO.COM 
bahwa ”L�ma oknum TNI AD yang 
terl�bat penyelundupan �m�gran 
mener�ma �mbalan ratusan juta rup�ah 
atas peran yang mereka jalankan.4 Hal 
tersebut sudah d�mula� sejak tahun 
2010 dan telah terl�bat beberapa kal� 
dalam penyelundupan ratusan �m�gran 
asal T�mur Tengah ke Austral�a.

Keg�atan penyelundupan 
manus�a �n� dapat d�past�kan 
mel�batkan beberapa negara yang 
d�bedakan berdasarkan negara asal 
(countries or origin), negara trans�t 
(countries  of transit) dan negara 

4 Ishomudd�n, 2012, “Selundupkan Im�gran, 
Oknum TNI Dapat Ratusan Juta”, TEMPO.
CO, URL:m.tempo.co/read/news/2012/09/1
2/063428916/Selundupkan-Im�gran-Oknum-
TNI-Dapat-Ratusan-Juta. d�akses 21 Januar� 
2016.
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tujuan (countries of destination). 
Berdasarkan t�ga pembag�an tersebut, 
Indones�a termasuk ke dalam negara 
yang d�gunakan sebaga� tempat trans�t 
atau countries  of transit  oleh para 
�m�gran �llegal.

Adapun faktor-faktor yang 
menyebabkan Indones�a menjad� negara 
trans�t bag� keg�atan t�ndak p�dana 
penyelundupan manus�a d�antaranya 
w�layah Indones�a yang mem�l�k� 
kondisi geografis berupa perairan 
luas dengan pulau yang berjumlah 
r�buan ser�ngkal� mempersul�t para 
petugas dalam melakukan pengawasan 
terhadap lokas� yang rawat terjad�nya 
penyelundupan manus�a,5 terleb�h  
lag� dengan sarana dan prasarana 
yang  kurang memada� untuk daerah-
daerah perbatasan terutama armada laut 
yang t�dak memada� untuk memagar� 
w�layah pera�ran Indones�a, letak yang 
sangat strateg�s d� antara negara asal 
para �m�gran  �llegal  yang sebag�an 
besar berasal dar�  T�mur Tengah dan 
negara tujuan  penyelundupan, leb�h 
tepatnya bersebelahan dengan negara  
tujuan (countries of destination), ya�tu 
negara-negara d� Benua Austral�a. 
Belum lag� hukum nas�onal yang lemah 
serta masyarakat dan oknum pejabat 
yang mudah d�ajak kerja sama untuk 
menyelundupkan �m�gran �llegal  ke 
negara tujuan, menjad�kan Indones�a 
sebaga� tempat yang sangat potens�al 
untuk melakukan trans�t.

3.2  Pertanggungjawaban Pidana 
Pelaku Tindak Pidana 
Penyelundupan Manusia 
Menurut Hukum Positif 
Indonesia 
Jauh sebelum berlakunya 

Undang-undang No. 6 Tahun 2011 
tentang Ke�m�gras�an, telah ada 
Undang-undang Darurat No.8 Tahun 
1955 tentang P�dana Im�gras� dan 
Undang-undang No.9 Tahun 1992 
tentang Ke�m�gras�an, namun hanya 
mengatur tentang orang as�ng yang 
masuk dan keluar Indones�a dengan 
pemalsuan dokumen atau t�dak resm� 
dan menyalah� aturan yang ada 
d�serta� dengan sanks� penjara dan 
denda,  akan tetap� belum d�kenal 
�st�lah penyelundupan manus�a atau 
yang popular dengan sebutan people 
smuggling d� dun�a Internas�onal. 

Undang-undang No. 6 Tahun 
2011 tentang Ke�m�gras�an t�dak 
memberikan definisi terkait apa yang 
d�maksud dengan unsur ”set�ap orang”. 
B�la d�cermat� semua pasal, dapat 
d�s�mpulkan bahwa unsur ”set�ap orang 
tersebut mengandung pengert�an bahwa 
yang dapat d�p�dana j�ka melakukan 
t�ndak p�dana penyelundupan manus�a, 
t�dak seseorang atau kelompok orang 
(Pasal 120 ayat (1)), akan tetap� dapat 
juga d�lakukan oleh korporas�(Pasal 
136 ayat (1)). Terka�t dengan 
pertanggungjawaban p�dananya 
berdasarkan kesalahan (Liability 
based on fault). Undang-undang �n� 
t�dak menjelaskan tentang apa dan 
baga�mana kejahatan yang d�lakukan 
oleh pelaku yang terorgan�sas� serta 

5 Internat�onal Organ�zat�on for M�grat�on, 
op.cit, hlm. 18.
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tidak diaturnya delik berkualifikasi 
bag� pelaku. Sebaga� kejahatan yang 
jar�ngannya tersebar d� berbaga� 
belahan dun�a, banyak orang d�l�batkan 
dalam melakukan t�ndak p�dana 
penyelundupan manus�a.

Beg�tu lemahnya Undang-
undang �n� seh�ngga yang dapat d�jerat 
hanyalah pelaku-pelaku dengan peran 
yang kec�l yang sesungguhnya hanya 
d�manfaatkan oleh jar�ngan yang akan 
menyelundupkan para �m�gran �llegal 
melalu� Indones�a, sepert� nelayan yang 
menyewakan kapal atau perahunya, 
Anak Buah Kapal (ABK) yang 
membantu untuk menyeberang, sop�r 
yang mengantarkan mereka ke tempat 
tujuan ataupun  yang member�kan 
peng�napan untuk para �m�gran �llegal 
tersebut.     

Penyelundupan manus�a 
merupakan transnasional  organized 
crime yang mel�batkan banyak orang 
dengan berbaga� peran dengan t�ngkatan 
tertentu. Pada t�ngkat pal�ng bawah 
(pertama) adalah pelaksana lapangan, 
t�ngkat kedua adalah koord�nator yang 
mengkoord�n�r keg�atan pelaksanaan 
lapangan dan t�ngkat ket�ga adalah 
pengendal� yang mengendal�kan 
keg�atan para koord�nator.6  Beberapa 
kasus penyelundupan manus�a 
menunjukan t�dak semua orang yang 
akan d�selundupkan merupakan 
�m�gran �llegal murn�.  Ada d�antara 
mereka yang mem�l�k� peran ganda, 
ya�tu sebaga� orang yang d�selundupkan 
dan sekal�gus berperan sebaga� 

penyelundup (smuggler). Untuk �tu 
harus d�bedakan peran mas�ng-mas�ng 
pelaku, agar dapat mel�hat kesalahan 
apa yang d�lakukan pelaku dan dapat 
menentukan pertanggungjawaban atas  
kesalahan yang d�lakukan. Iron�snya, 
belakangan d�ketahu� dalam beberapa 
kasus penyelundupan manus�a bahwa 
banyak dar� mereka yang terl�bat 
merupakan oknum-oknum pejabat.  
Mereka yang menyalahgunakan  
kekuasaan dan kewenangan  yang 
d�m�l�k� untuk membantu  keg�atan 
para s�nd�kat  penyelundupan manus�a. 
Leb�h dar� pada �tu, “people smuggling 
is a crime that is directly or indirectly 
linked to other transnasional crime, 
such as  drug trafficking, trafficking 
in persons (human trafficking) and 
terrorism.7 Maka t�dak berleb�han 
apab�la d�anggap sebaga� kejahatan 
yang merupakan musuh umat manus�a 
(hostis humani generis).8

Berdasarkan hukum pos�t�f 
Indones�a, pertanggungjawaban p�dana 
pelaku t�ndak p�dana penyelundupan 
manus�a d�dasarkan pada ketentuan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 
tentang Ke�m�gras�an. Hal �n� d�atur 
dalam Pasal 120 ayat (1) d�mana 
terhadap set�ap orang yang melakukan 
penyelundupan manus�a d�p�dana 
penjara pal�ng s�ngkat 5 tahun dan pal�ng 

7 Internat�onal Organ�zat�on for M�grat�on, 
2012, Operational Booklet for the Coordinated 
Handling of People Smuggling, International 
Organization for Migration, Jakarta, hlm. 73.

8 I Wayan Parth�ana, 2003, Hukum Pidana 
Internasional dan Ekstradisi, Cet. Kesatu, 
Yrama W�dya, Bandung, hlm. 41.6 Ibid, hlm. 107.
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lama 15 tahun dan denda pal�ng sed�k�t 
Rp 500.000.000, dan pal�ng banyak 
Rp 1.500.000.000,- P�dana yang sama 
juga d�kenakan terhadap percobaan 
untuk melakukan t�ndak p�dana �n� 
dan d�atur dalam Pasal 120 ayat (2). 
Terhadap mereka yang melakukan 
t�ndak p�dana penyelundupan manus�a 
dengan  menyalahgunakan jabatan 
dan wewenang hanya d�kenakan 
ancaman p�dana pokok, ya�tu l�ma 
tahun penjara. Sedangkan untuk 
t�ndak p�dana penyelundupan manus�a 
yang d�lakukan oleh korporas� hanya 
d�p�dana dengan ketentuan  besarnya 
p�dana 3 (t�ga) kal� l�pat (Pasal 136 
ayat (2)). Sedangkan peran dan 
kualifikasi tindak pidana belum 
d�atur d� dalam Undang-undang �n�, 
seh�ngga yang dapat d�jerat dalam 
pelaksanaannya pelaku yang kec�l 
muncul ke permukaan, akan tetap� 
pelaku utamanya mas�h bebas 
berkel�aran men�kmat� keuntungan 
dan udara segar.

IV  PENUTUP
4.1  Simpulan 
1. Faktor-faktor yang  menyebab-

kan Indones�a d�p�l�h sebaga� 
negara trans�t untuk keg�atan 
penyelundupan manus�a 
d�antaranya sul�tnya pengawasan 
terhadap w�layah kepulauan 
Indones�a, sarana dan prasarana 
untuk pengawasan yang  kurang 
memada�, letak Indones�a yang 
berada d� antara negara asal dan 
negara tujuan penyelundupan 
manus�a dan keterl�batan 

masyarakat serta oknum  
pejabat terka�t yang membantu  
menyelundupkan para �m�gran.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Ke�m�gras�an 
t�dak membedakan derajat 
kesalahan pelaku berdasarkan 
perannya. Dengan kata la�n, 
selama unsur-unsur pasal t�ndak 
p�dana penyelundupan manus�a 
terpenuh�, apapun perannya, 
pelaku akan d�ancam dengan 
hukuman p�dana sesua� dengan 
ketentuan p�dana pada pasal 
yang d�langgar.

4.2  Saran 
1. Perlu adanya koord�nas� antara 

p�hak dar� �m�gras� dengan 
aparat keamanan d� kepol�s�an 
dan TNI AL agar dapat leb�h 
melakukan ketat mengawas� 
terhadap p�ntu masuk – p�ntu 
masuk yang berpotens� menjad� 
tempat masuknya para pelaku 
t�ndak kejahatan penyelundupan 
manus�a seh�ngga negara 
Indones�a t�dak lag� d�jad�kan 
sebaga� Negara trans�t 
penyelundup perdagangan 
manus�a

2. Perlu adanya rev�s� terhadap 
pasal-pasal dalam undang-
undang ke�m�gras�an seh�ngga 
t�dak adanya ket�mpangan 
pember�an sanks� p�dana  
bag� pelaku t�ndak p�dana 
perdagangan manus�a
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